KPK 2022

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : RSIA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MUNAWAR
2. Jabatan . DIREKTUR
3. NHK . 841937
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.000.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/370 m2 di KAB / KOTA KOTA

BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 5.000.500.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 829.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4 LDAKKAR -H 4X2
Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 478.000.000

2. MOBIL, MERCEDES BENzZ 320 E MT Tahun 1995, HASIL
SENDIRI Rp. 129.000.000

3. MOBIL, MERCEDES BENZ 280 E Tahun 1986, HASIL SENDIRI
Rp. 193.000.000

4.  MOTOR, HONDA X1N02Q44LO AT Tahun 2020, HASIL SENDIRI
Rp. 29.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -

D. SURAT BERHARGA Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 32.650.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 5.862.150.000

. HUTANG Rp. 150.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 5.712.150.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
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Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : RSIA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : WACHYOE HADI SAPUTRA
2. Jabatan : WAKIL DIREKTUR PELAYANAN
3. NHK : 672496
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.025.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA
BANDA ACEH , HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.025.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 760.000.000
1. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
410.000.000
2. MOBIL, TOYOTA VELLFIRE MPV Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 350.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 580.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ==z=

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 75.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 3.005.000.000

Sub Total Rp. 6.445.000.000

. HUTANG Rp. 305.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 6.140.000.000
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
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3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : RSIA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : BUKHARI
2. Jabatan . KEPALA BAGIAN
3. NHK . 677558
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. b
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 233.000.000

1. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
230.000.000

2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.

3.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 283.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 330.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. --=-
Sub Total Rp. 846.000.000
lll. HUTANG Rp. -—--
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 846.000.000
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2023/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : RSIA
I. DATA PRIBADI
1. Nama . EMIRALDA
2. Jabatan . KEPALA BIDANG
3. NHK . 880354
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 850.000.000

1. Tanah Seluas 2125 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, WARISAN
Rp. 850.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 73.000.000

1. MOBIL, MAZDA 21.5 L HBR A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.

73.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 15.500.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 56.200.000
F. HARTA LAINNYA Rp. --=-
Sub Total Rp. 994.700.000
lll. HUTANG Rp. -—--
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 994.700.000
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : RSIA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MAYA SHABARA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 750707
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 675.100.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m2/225 m2 di KAB / KOTA KOTA
BANDA ACEH , WARISAN Rp. 230.050.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 881 m2/881 m2 di KAB / KOTA ACEH
BESAR, WARISAN Rp. 445.050.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 132.450.000
1. MOTOR, YAMAHA 5TLMIO/SOLO Tahun 2008, HASIL SENDIRI
Rp. 2.950.000
2.  MOBIL, DAIHATSU E700RG TX MT Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 129.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. -

D. SURAT BERHARGA Rp.

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 50.749.251

F. HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total Rp. 858.299.251

. HUTANG Rp. J—

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 858.299.251
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
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Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG . EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : RSIA
I. DATA PRIBADI
1. Nama . SAIFAN
2. Jabatan . KEPALA BAGIAN
3. NHK : 636068
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 5.920.400.000

1. Tanah Seluas 135 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL
SENDIRI Rp. 1.016.400.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 2345 m2/360 m2 di KAB / KOTA
ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA
BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 1.705.000.000

4. Tanah Seluas 4446 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL
SENDIRI Rp. 506.000.000

5. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA ACEH BESAR, HASIL
SENDIRI Rp. 693.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 203.400.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA E 4T Tahun 2015, HASIL
SENDIRI Rp. 122.400.000

2.  MOBIL, HONDA JAZZ GE8 1.5 E AT Tahun 2011, HASIL SENDIRI
Rp. 81.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 42.964.000

D. SURAT BERHARGA Rp. Rn

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 15.306.212

F. HARTA LAINNYA Rp. ==
Sub Total Rp. 6.182.070.212

lll. HUTANG Rp. a4
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 6.182.070.212

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : RSIA
I. DATA PRIBADI
1. Nama . SAFIATUDDIN
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK © 672443
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. -
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 10.000.000

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.

10.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.025.000
D. SURAT BERHARGA Rp. ----
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp. ===
Sub Total Rp. 18.025.000
. HUTANG Rp. 44.596.869
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. -26.571.869
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang

diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH ACEH
UNIT KERJA : RSIA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : VIVIINDRA SWARI
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 649365
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 450.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA
BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 89.000.000
1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2014, HADIAH Rp. 4.000.000

2. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.

85.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.300.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -—--
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.352.234
F. HARTA LAINNYA Rp. 17.000.000
Sub Total Rp. 560.652.234
. HUTANG Rp. 2.541.502
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 558.110.732
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi—dan—diljrimkarn sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
' Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
A angrhetsangkutandidale terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Bara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
&b urstwladerrtanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
gaan ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan-kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
——Undang-Nomor-28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih-dan-Bebas-dari-Korupsi, Kolusi-dan
Nepotisme.
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